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I. PENDAHULUAN
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DIHARAPKAN 

MENGHASILKAN BANGUNAN YANG: ESTETIS DAN MEMENUHI PERSYARATAN 
TEKNIS dan 7T (Tepat waktu, Tepat mutu, Tepat biaya, Tepat administrative, 
Tepat manfaat, Tanpa temuan, Tanpa pengaduan)

2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  SAAT INI DIATUR DALAM PP 16 
Tahun 2021 

3. Pada Kesempatan ini Konsentrasi di T6 dan T7
• TANPA PENGADUAN

• Selama Konstruksi : K4
• Masa Layan : Degradasi Kinerja sebelum waktunya

• TANPA TEMUAN
• Tahap Persiapan : Perencanaan (Regulasi teknis, Proses Perijinan (KKPR, PBG), Proses Pelelangan (Rantai Pasok & 

Inovasi, E Catalogue, Repeat Order)
• Tahap Pelaksanaan (Remeasurement dalam kontrak unit price, Pemetaan Pemantauan)
• Tahap Handover (PHO, FHO, SLF)



SLF ADALAH DOKUMEN LEGAL YANG MENJADI TARGET PENYELENGARAAN BANGUNAN GEDUNG



PROGRAM RUSUN

Regular ASN PU PR di Jakarta

Rusun Paspampres di Jakarta

PRODUK ESTETIS DAN 
MEMENUHI PERSYARATAN 
TEKNIS
SECARA ADMINISTRATIF : 
MENDAPATKAN SERTIFIKAT LAIK 
FUNGSI



PROGRAM RUSUN - KONSTRUKSI

Rusun Wisma Atlet Kemayoran  Berhasil melayani fungsinya yang bermacam,  Ada catatan temuan
signifikan, saat ini perlu biaya besar untuk mengembalikan ke fungsi dasar hunian



PROGRAM RUSUN - KONSTRUKSI

Menggunakan berbagai teknologi baik konvensional, 
pracetak maupun pracetak dan prategang



PROGRAM RUSUN - KONSTRUKSI

PROGRAM RUSUN PEN DI BATANG : PENGGUNAAN TEKNOLOGI PRACETAK MASSAL



PROGRAM RUSUN - KONSTRUKSI



PROGRAM RUSUN - KONSTRUKSI



PROGRAM RUSUN – KONSTRUKSI IKN



PROGRAM RUSUN HPK– KONSTRUKSI IKN



PROGRAM RUSUN – KONSTRUKSI IKN



PROGRAM RUSUN HPK – KONSTRUKSI IKN



PROGRAM RUSUN HPK – KONSTRUKSI IKN



NEXT 
CHALLENGE : 
RUSUN ASN IKN



PEMILIHAN TEKNOLOGI DAN 
PENJAMINAN RANTAI PASOK



PEMILIHAN TEKNOLOGI DAN 
PENJAMINAN RANTAI PASOK



TEKNOLOGI PEMETAAN



TEKNOLOGI PEMETAAN



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN
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PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN
▪ Sopi-sopi menggunakan bahan berat yang tidak terkoneksi dengan baik 

dengan struktur

Slide-23



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN

Slide-24



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK 
SESUAI PERSYARATAN



PENYELENGGARAAN YANG TIDAK SESUAI 
PERSYARATAN



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



TAZKIA

DIREKTORAT RUMAH SUSUN



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS



CONTOH UJI COBA BIMBINGAN TEKNIS











REGULASI
▪ Standar Teknis Bangunan Terbaru

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 05/PRT/M/2016 
Tentang Izin Mendirikan Bangunan

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2018 Tentang Pedoman SLF

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2018  
Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No.60/PRT/1992 tentang Persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun

▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

▪ Peraturan Daerah Kota……Tentang Bangunan Gedung



REGULASI
▪ Standar Teknis Bangunan Terbaru

▪ Standar Nasional Indonesia 1727-2020 Beban Desain Minimum dan Kriteria
Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur Lain

▪ Standar Nasional Indonesia 1726-2019 Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk
Gedung dan Non Gedung 

▪ Standar Nasional Indonesia 2847-2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk
Bangunan Gedung dan Penjelasan

▪ Standar Nasional Indonesia 1729-2020 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja 
Struktural

▪ Standar Nasional Indonesia 7973-2013 Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu



REGULASI
▪ Standar Teknis Bangunan Terbaru

▪ Standar Nasional Indonesia 7833:2012 Tata Cara Perancangan Beton Pracetak dan 
Beton Prategang Untuk Bangunan Gedung

▪ Standar Nasional Indonesia 7834:2012 Metode Uji dan Kriteria Penerimaan Sistem
Struktur Rangka Pemikul Momen Beton Bertulang Pracetak Untuk Bangunan
Gedung

▪ Standar Nasional Indonesia 6880:2016 Spesifikasi Beton Struktural

▪ Standar Nasional Indonesia 8367:2017 Spesifikasi Perancangan rangka pemikul
momen khusus beton pracetak pascatarik tanpa lekatan

▪ Standar Nasional Indonesia 8460:2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik



REGULASI
▪ Standar SNI Terbaru:





PROTOTYPE RUSUN SEWA REGULAR (2020)



BUILDING INFORMATION MODELLING
▪ BIM sudah menjadi

persyaratan dalam Permen
Bangunan Negara untuk
hampir semua Rusun

▪ Sudah diterapkan dalam
pembangunan IKN

▪ Akan segera dikoordinasikan
ke seluruh Balai Penyediaan
Perumahan mulai 2023



BUILDING INFORMATION MODELLING
Proses Penyelenggaraan konvensional

2D Arsitek2D Struktur + Arsitek2D Struktur + Arsitek + MEP



BUILDING INFORMATION MODELLING

Drawing, Budget, Specificarion



BUILDING INFORMATION MODELLING
PENYELENGARAAN DENGAN BUILDING INFORMATION MODELLING

FlATS PROJECT

•Revit Architec •Revit MEP

•Tekla Structure



BUILDING INFORMATION MODELLING
PENYELENGARAAN DENGAN BUILDING INFORMATION MODELLING

Pabrik Precast Otomatis-Robotic 
Sistem Carousel dengan kendali 
dari BIM

File BIM dimasukkan ke komputer pengendali dalam Sistem ERP

Komputer mengendalikan robot meletakkan ’magnetic shutter’ untuk membentuk cetakan

Perakitan tulangan, pengecoran self compacting concrete, oven, produk jadi





STANDAR PENYELIDIKAN TANAH

SNI 8460:2017 Kedalaman Soil Test menurut SNI 8460:2017



STANDAR PENYELIDIKAN TANAH



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Saat ini diterapkan tidak hanya untuk pondasi, tetapi juga untuk struktur atas yang 

sebelumnya lumpsum. 
▪ Pada dasarnya pelaksana hanya melakukan bidding pada harga satuan

▪ Seluruh item pekerjaan dilakukan remeasurement volume pada saat pelaksanaan

▪ 2 alasan utama
▪ Potensi ‘total loss’ jika ada hasil kerja tidak memenuhi spesifikasi : mutu bahan dan dimensi

▪ Adanya ketidaksesuaian dokumen gambar , spesifikasi teknis dan RAB yang menimbulkan
kesulitan di lapangan

▪ Hal yang harus diperhatikan
▪ Akan menjadi masalah jika remeasurement melebihi batasan CCO 10%

▪ Pelaksana harus sadar akan konsekuensi : 
▪ jika volume remeasurement > Boq kontrak, maka selisih volume tidak bisa dibayarkan sampai proses CCO 

selesai
▪ jika volume remeasurement < Boq kontrak, maka dilakukan pemotongan kontrak



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Saat ini diterapkan tidak hanya untuk pondasi, tetapi juga untuk struktur atas yang 

sebelumnya lumpsum. 
▪ Pada dasarnya pelaksana hanya melakukan bidding pada harga satuan

▪ Seluruh item pekerjaan dilakukan remeasurement volume pada saat pelaksanaan

▪ 2 alasan utama
▪ Potensi ‘total loss’ jika ada hasil kerja tidak memenuhi spesifikasi : mutu bahan dan dimensi

▪ Adanya ketidaksesuaian dokumen gambar , spesifikasi teknis dan RAB yang menimbulkan
kesulitan di lapangan

▪ Hal yang harus diperhatikan
▪ Akan menjadi masalah jika remeasurement melebihi batasan CCO 10%

▪ Pelaksana harus sadar akan konsekuensi : 
▪ jika volume remeasurement > Boq kontrak, maka selisih volume tidak bisa dibayarkan sampai proses CCO 

selesai
▪ jika volume remeasurement < Boq kontrak, maka dilakukan pemotongan kontrak



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Pembangunan bangunan Gedung di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat saat ini diarahkan untuk keseluruhannya menggunakan
kontrak harga satuan. Jenis kontrak yang umum digunakan sebelumnya adalah
gabungan kontrak harga satuan (untuk struktur bawah) dan kontrak lump sum 
fixed price (struktur atas). Perubahan ini membawa beberapa konsekuensi, 
terutama pada dokumen spesifikasi teknis yang harus memuat cara
pengukuran dan pembayaran untuk remeasurement untuk setiap item dalam
rancangan anggaran dan biaya . 

▪ Dasar utama penerapan kontrak gabungan sebelumnya adalah kecocokan
karakter bagian bangunan dengan sifat kontrak. Struktur bawah mempunyai
potensi ketidakpastian, sehingga kemungkinan ada perbedaan signifikan
volume pada waktu perencanaan dan waktu pelaksanaan. Pada struktur atas
seharusnya semua volume bisa diprediksi dengan tepat, sehingga sifat kontrak
yang cocok adalah lumpsum fixed price



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Pada pelaksanaan kontrak lumpsum selama ini sering ditemukan beberapa hal

yang secara faktual menyulitkan pengguna jasa :
▪ Ketidaksinkronan Bill of quantity (Boq), gambar dan spesifikasi teknis pada 

kenyataanya menimbulkan konsekuensi yang diluar sifat kontrak lumpsum.
▪ Volume dalam Boq secara jelas disebutkan hanya indikasi, kontraktor pada dasarnya

harus mempelajari dokumen, dan menyikapinya dalam penawaran. Pada 
kenyataannya jika volume faktual kurang dari yang ada dalam Boq perencanaan, maka
pemeriksa tetap melakukan pemotongan karena alasan regulasi yang ada di 
Kementerian Keuangan. Jika volume faktual jauh lebih besar dari dalam Boq
perencanaan, biasanya kontraktor dengan segala cara akan meminta kerja tambah
yang juga menyulitkan pengguna jasa.

▪ Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian volume ataupun mutu dalam pelaksanaan, 
maka konsekuensinya adalah total loss pada item tersebut.

▪ Kontrak harga satuan secara umum bisa menghindari hal-hal tersebut (3), 
walau secara konsep tidak sepantasnya diterapkan pada struktur atas yang 
seharusnya volume dapat diprediksi dengan tepat



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Kontrak harga satuan mempunyai karakter yang berbeda sehingga seluruh

stakeholder harus menyadari segala konsekuensinya dan mempersiapkan
dokumen, SOP, dan SDM yang memahami karakter kontrak ini.

▪ Cara pengukuran dan pembayaran untuk tiap item dalam Boq harus ada dalam
spesifikasi teknis

▪ Remeasurement selama pelaksanaan harus dituangkan dalam bentuk CCO. Selama
belum dilakukan CCO maka pembayaran dilakukan sesuai dengan volume kontrak. Jika
volume pelaksanaan lebih sedikit dari volume kontrak otomatis dilakukan
pemotongan. Jika volume pelaksanaan lebih besar dari volume kontrak , maka
kelebihan volume tidak bisa langsung dibayarkan sebekum CCO dilakukan.

▪ CCO harus dilakukan sesegera mungkin, kalau bisa sebelum MCO . Kebijakan CCO bisa
kondisi CCO 0 atau sampai CCO max 10 % dengan optimasi pekerjaan tambah kurang.

▪ Sekalipun volume akan dilakukan remeasurement, ketepatan Integrasi Boq, spek, dan 
gambar tetap harus sangat diperhatikan. Melesetnya volume kontrak dari pelaksanaan
secara signifikan dapat membawa konsekuensi berkurangnya target kinerja proyek.



UNIT PRICE CONTRACT
▪ Beberapa hal yang perlu dilakukan tim pengguna jasa dalam

mempersiapkan pelaksanaan kontrak harga satuan :
▪ Pastikan cara pengukuran dan pembayaran tiap item pekerjaan pada Boq

tercantum dalam spesifikasi teknis.

▪ Integrasi Boq, spesifikasi teknis dan gambar dilakukan sebaik mungkin. 
Penggunaan BIM sampai 5D sangat dianjurkan.

▪ Segera setelah kontrak dilakukan evaluasi terhadap dokumen baik secara internal 
untuk struktur atas,  maupun terhadap kesesuaian lapangan untuk struktur
bawah. CCO harus dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan kinerja proyek. 



E – KATALOG PROCUREMENT
▪ Metoda pengadaan yang seluruhnya berbasis supply chain. 

▪ Bisa menghindarkan persoalan banting harga, dan jaminan kepastian mutu
dan waktu

▪ Ditjen Perumahan sudah menerapkan pada rumah khusus dengan Risha, dan 
tahun depan akan uji coba pada rumah susun secara gelondongan

▪ Prosedur
▪ Pembuatan DED sejumlah yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran, 
▪ Market sounding ke calon penyedia jasa
▪ Penyedia jasa yang berminat menyampaikan kemampuan kapasitas dan harga
▪ Pokja melakukan verifikasi kompetensi, kapasitas dan harga
▪ Pokja menentukan penyedia jasa yang memenuhi syarat dengan kapasitas total 

mempunyai angka keamanan tertentu terhadap kebutuhan



E – KATALOG PROCUREMENT
▪ Pada saat implementasi PPK tinggal memilih penyedia jasa yang ada di 

e- katalog

▪ PPK yang terlebih dahulu melakukan implementasi akan mempunyai
lebih banyak pilihan

▪ Tidak ada lagi tawar menawar harga saat implementasi

▪ Penyedia jasa mendapat jaminan mendapatkan pekerjaan dalam 1 
tahun anggaran.



PEMANTAUAN PROGRESS
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PEMANTAUAN PROGRESS



PEMANTAUAN PROGRESS



PROSES PHO, FHO, SLF



PROSES PHO, FHO, SLF



PROSES PHO, FHO, SLF
▪ SLF : Wajib, bahkan sekarang terkait ijin operasi : Rumah Sakit, Tower BTS, 

Hotel untuk turis internasional, pabrik untuk dengan produk skala global

▪ Regulasi

▪ Katagori pemberian SLF 
▪ SLF Pertama

▪ SLF Berkala

▪ SLF setelah kejadian khusus (setelah bencana atau kegagalan bangunan dalam masa 
layan)

▪ Regulasi SLF sebaiknya dijadikan standar dalam KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
GEDUNG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN : Rumah
Susun dan Rumah Khusus





PROSES SLF
▪ SLF Pertama

▪ Penilaian apakah yang terbangun sesuai IMB

▪ Penilaian proses kontrol mutu pembangunan apakah sesuai spesifikasi

▪ Dilakukan oleh :
▪ Konsultan Pengawas
▪ Manajemen Konstruksi
▪ Direksi Teknis
▪ Pengkaji teknis bangunan
▪ Penilik bangunan

▪ Form-form ada di Permen No 16/PRT/M/2010

▪ Output : Laik Fungsi atau Tidak Laik Fungsi



PROSES SLF



PROSES SLF
▪ SLF Berkala

▪ Penilaian apakah ada/tidak perubahan fungsi bangunan

▪ Penilaian apakah ada perubahan fisik pada bangunan

▪ Penilaian apakah ada degradasi mutu bangunan

▪ Penilaian dilakukan dengan regulasi terbaru

▪ Pengkajian dilakukan oleh :
▪ Pengkaji teknis bangunan
▪ Penilik bangunan

▪ Form-form ada di Permen No 16/PRT/M/2010

▪ Output : Laik Fungsi, Laik Fungsi bersyarat (terutama jika ada regulasi baru, 
pemilik bangunan diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dalam jangka
waktu tertentu), Tidak Laik Fungsi



PROSES SLF



PROSES SLF
▪ SLF setelah kejadian khusus

▪ Penilaian kualitatif : visual
▪ rusak ringan
▪ rusak sedang, 
▪ rusak berat : perlu kajian kuantitatif

▪ Kajian kuanititatif
▪ perlu pengambilan data geometri, mutu material
▪ Analisis struktur untuk menilai kelaikan fungsi struktur
▪ Hasil

▪ Masih dapat diperbaiki
▪ Harus didemolish

▪ Pengkajian dilakukan oleh : Pengkaji teknis bangunan

▪ Form-form ada di Permen No 16/PRT/M/2010

▪ Output : Laik Fungsi, atau Tidak Laik Fungsi. Jika tidak laik fungsi diberikan rekomendasi langkah-
langkah yang harus dilakukan agar bangunan kembali menjadi laik fungsi, andal dan Tangguh 
bencana



PROSES SLF



PROSES PHO, FHO, SLF
▪ Panduan Manual Building Maintenancee
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PENUTUP

1. PELATIHAN PERENCANAAN TEKNIS RUMAH SUSUN DIHARAPKAN 
DAPAT MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN PU PR DAN ASN DAERAH 
AGAR DAPAT MELAKUKAN PENYELENGGARAAN  PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN YANG MENGHASILKAN BANGUNAN YANG ESTETIS DAN 
MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTA KINERJA 7 T

2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SAAT INI HARUS 
BERLANDASKAN PP 16 Tahun 2021, DENGAN MEMENUHI STANDAR 
TEKNIS TERBARU DARI MULAI PROSES PERENCANAAN SAMPAI 
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI


